
SALINAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BLORA 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ELORA 

NOMOR 1 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILlHAN UMUM KABUPATEN BLORA 

TAHUN 2026 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Elora, perlu adanya upaya 

pengendalian grati.fikasi sebagai perwujudan dari 

integritas penyelenggara negara; 

b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak 

pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Elora tentang Pembentukan Tim Unit 

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Elora. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999   

tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 140, Tambahan   Lembaran   Negara   

Republik   Indonesia Nomor 3874); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua   atas   

Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 197,   Tambahan   Lembaran   Negara   

Republik   Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547);   
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lebaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) Sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 

2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Repiblik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 444); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

jdih.kpu.go.id/jateng/blorajdih.kpu.go.id/jateng/blora

http://jdih.kpu.go.id/jateng
http://jdih.kpu.go.id/jateng/blora
http://jdih.kpu.go.id/jateng/blora


- 5 - 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2026. 

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora 

Tahun 2026. 

KEDUA 

 

: 

 

 

 

Susunan keanggotaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora 

Tahun 2026, terdiri dari: 

Pengarah   :   1. WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO 

                 2. HENI RINA MINARTI, S.H. 

 3. AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I 

 4. AHMAD MUSTAKIM, S.Pd.I 

 5. NOORMAN PRAMONO, S.IP. 

Ketua         :    KASWORO, SH.  

Sekretaris  :    GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP., M.A. 

Anggota     :    1. SUROTO, S.Sos. 

2. WAHYU ADITYA PUTRA, S.Ikom. 

3. ANY SRI RAHAYU, S.E. 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); 
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KETIGA       : Tim   Unit   Pengendalian   Gratifikasi   sebagaimana   

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan 

Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Blora 

b. Menerima,   mereviu   dan   mengadministrasi   

laporan penerimaan, laporan penolakan dan 

laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU  

Kabupaten Blora; 

c. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan 

penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi 

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui 

Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis 

dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

d. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan 

usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU 

melalui Sekretaris Jenderal KPU cq. Inspektorat 

Utama; 

e. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan 

desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal 

dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Blora; 

f. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja 

tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Kabupaten 

Blora, terkait pemantauan penerapan program 

pengendalian Gratifikasi; 

g. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada 

Inspektorat Sekretariat   Jenderal   KPU   apabila   

terjadi   pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap 

jajaran KPU Kabupaten Blora, kemudian 

melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi 

kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan 

h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang 

disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten 

Blora dan/atau Pihak Ketiga. 
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KEEMPAT 

KELIMA 

-7- 

Masa tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak 

terikat tahun anggaran. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

Ditetapkan di Blora. 

pada tanggal 2 Januari 2026. 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BLORA, 

Ttd, 

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOM1S1 PEM1LIHAN UMUM 
KABUPATEN BLORA 
Kepal, Teknis Penyelenggaraan 
Pe dan Hubungan 
M. z 
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